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LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 

  

Nomor  3  Tahun 2014 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG, 
 

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah di bidang 

retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat khusus 
parkir melalui pemungutan jasa parkir dengan sistim parkir 

berlangganan, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3518); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);                        

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4594); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah   
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2011 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 
Nomor 14); 
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23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2009 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 

WALIKOTA TANGERANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA. 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai 
berikut: 

 
Pasal I 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus, angka 3, angka 8 
diubah dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 

(satu) angka yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. dihapus 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang 
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tangerang. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang 
bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan 

pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 

12. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota 
Tangerang.  

13. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan 
secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang 
tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.  

14. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah 
Daerah. 

15. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki 
kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat 

berat dan sulit dilakukan oleh manusia. 

16. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum 
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 

dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. 

18. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak 
untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 

19. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan 
di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung 
parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau 

bangunan umum di wilayah Kota Tangerang yang 
diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. 
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19a.Parkir berlangganan adalah penggunaan pelayanan 
parkir baik ditepi jalan umum maupun di tempat 

khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara 
berlangganan. 

20. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau 
komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu 

yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi 
konsumsi masyarakat umum. 

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Kota Tangerang. 

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Walikota. 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah. 

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
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yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

30. Hari adalah hari kerja. 

 

2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 2 

 

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi : 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Terminal; 

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

d. Retribusi Rumah Potong Hewan;dan 

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

(2) Dihapus. 

 

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 20A 

 
(1) Guna menyelenggarakan pelayanan parkir di tempat 

khusus parkir yang efektif dan efisien serta dalam 

rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah 

daerah dapat memungut retribusi  pelayanan parkir di 

tempat khusus parkir dengan sistim parkir 

berlangganan.  

(2) Cara pembayaran retribusi parkir berlangganan hanya 

diperuntukan bagi wajib retribusi yang membutuhkan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan 

retribusi parkir khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.  

 

4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. 

 

Ditetapkan di  Tangerang 
pada tanggal 18 Pebruari 2014  

 
     WALIKOTA TANGERANG, 

 

          Cap/Ttd 
 
 

     H. ARIEF R WISMANSYAH 
 

 
Diundangkan di Tangerang 
pada tanggal  18 Pebruari 2014   

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 
                           
                          Cap/Ttd 

 
    Ir.H.MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si 

   PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C 

              NIP.196209101986031013 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 3 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 3 TAHUN  2014      

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

 

I UMUM 

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat 

ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam        

Undang-Undang. Hal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Kab/Kota untuk melakukan pemungutan jasa parkir di tempat parkir 

khusus dengan sistem parkir berlangganan. Hal tersebut sesuai dengan 

kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  

Pemungutan Retribusi retribusi tempat parkir khusus dengan sistem 

parkir berlangganan bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi 

Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan 

perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

   

II PASAL DEMI PASAL 

 Pasal I  

         Angka 1 

    Pasal 1 

          Cukup jelas. 

Angka 2 

     Pasal 2 

 Cukup jelas. 

      Angka 3 

               Pasal 20A 

                 Cukup jelas. 

 Angka 4 

       Pasal 28 

                    Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 
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LAMPIRAN III   

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 3 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA 

 
 
 

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TERTUTUP (GEDUNG PARKIR, 
TAMAN PARKIR DAN SEJENISNYA) 

 
 

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TERBUKA (TEMPAT PARKIR 
YANG TERHUBUNG DENGAN BAHU JALAN) 

 
WALIKOTA TANGERANG, 

 

 

Cap/Ttd 
 

 
H. ARIEF R WISMANSYAH 

   JENIS PENERIMAAN 
DAERAH 

BESARAN TARIF 

NON BERLANGGANAN 
BESARAN TARIF 
BERLANGGANAN 

KET 

1 2 3 4 

- Kendaraan bermotor roda 2 

Rp     1.000,-/1 jam berikutnya 
Rp.       500,-/2 jam berikutnya 
Rp.    2.000,- (tarif maksimal) 

Rp.50.000,-/satu 

Bulan 

 

- Kendaraan bermotor roda 3 

Rp     1.500,-/1 jam berikutnya 
Rp.       500,-/2 jam berikutnya 
Rp.    3.000,- (tarif maksimal) 

Rp.75.000,-/satu    

Bulan 

 

- Kendaraan bermotor roda 4 
 

Rp.    2.000,-/1 jam berikutnya 
Rp.    1.000,-/2 jam berikutnya 
Rp.    4.000,- (tarif maksimal) 
 

 

Rp.100.000,-/satu     
Bulan 
 

 

- Kendaraan bermotor roda 6 
 

Rp.    5.000,-/1 jam berikutnya 
Rp.    2.000,-/2 jam berikutnya 
Rp.    10.000,- (tarif maksimal) 
 

 

Rp.150.000,-/satu    

Bulan 
 

 

 

- Kendaraan bermotor lebih 

dari roda 6 
 

Rp.    10.000,-/1 jam berikutnya 
Rp.    2.000,-/2 jam berikutnya 
Rp.    20.000,- (tarif maksimal) 
 

 

Rp.200.000,-/satu  

Bulan 
 

 

   JENIS PENERIMAAN 

DAERAH 

BESARAN TARIF 

NON BERLANGGANAN 
BESARAN TARIF 

BERLANGGANAN 
KET 

1 2 3 4 

- Kendaraan bermotor roda 2 Rp.1.000,-/satu kali parkIr 
Rp.50.000,-/satu  
Bulan 

 

 

- Kendaraan bermotor roda 3 Rp.1.500,-/satu kali parkIr 

Rp.75.000,-/satu  

Bulan 

 

 

- Kendaraan bermotor roda 4 
 

Rp.2.000,-/satu kali parkir 
 

Rp.100.000,-/satu  

Bulan 

 

- Kendaraan bermotor roda 6 
 

Rp.5.000,-/satu kali parkir 
 

Rp.150.000,-/satu  

Bulan   

 

 

- Kendaraan bermotor lebih 

dari roda 6 
 

Rp.10.000,-/satu kali parkir 
 

Rp.200.000,-/satu  

Bulan 
 

 


